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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa 

Karangsuko dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

wisata alam Sumber Maron guna mewujudkan ekonomi produktif telah 

cukup memenuhi tahapan manajemen strategi, pertama formulasi strategi, 

penerapan strategi dan evaluasi strategi. Meski telah cukup terpenuhi 

namun pada tahapan evaluasi strategi ditemukan masih kurang maksimal 

sehingga berakibat pada tidak adanya perbaikan yang signifikan terhadap 

hal-hal tertentu yang dirasa kurang berjalan dengan ideal. 

Strategi optimalisasi media sosial dan pengembangan infrastruktur 

oleh pemerintah desa dan stakeholder lain sejauh ini telah cukup baik 

terutama untuk mendongkrak kunjungan wisata ke sumber Maron. 

Optimalisasi youtube dan instagram telah membantu viralnya obyek wisata 

tersebut dan pada gilirannya juga memberi dampak ekonomi. 

Pengembangan infrastruktur juga menjadi penting mengingat wisatawan 

juga turut mempertimbangkan kelengkapan infrastruktur sebelum mereka 

melakukan kunjungan wisata. 

Adapun dampak dari strategi pemerintah desa Karangsuko 

diantaranya adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), 

prioritas arah anggaran desa untuk pembangunan infrastruktur serta 

perbaikan fasilitas umum desa, semakin bersaingnya UMKM di sekitar 
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lokasi wisata, berkurangnya pengangguran di desa Karangsuko dan 

terjalinnya kolaborasi dari lima elemen yakni BUMDes, pengelola 

wisata,pemilik lahan, ojek dan parkir. Kelima dampak ini dirasakan secara 

langsung oleh warga desa. Dampak dari strategi ini perlu dipertahankan 

demi semakin signifikannya pengembangan ekonomi produktif di desa 

Karangsuko. 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang menurut peneliti perlu untuk 

segera dilakukan oleh pemerintah desa Karangsuko berikut dengan 

stakeholder lokal desa, diantaranya: 

1. Meningkatkan strategi branding dan marketing wisata melalui media 

sosial namun tetap memperhatikan tahapan manajemen strategi 

(formulasi strategi, menerapkan strategi dan evaluasi strategi) 

terutama tahapan evaluasi strategi agar desa Karangsuko dapat 

semakin adaptif terhadap perubahan yang saat ini semakin dinamis. 

2. Perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan lokal agar upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lebih maksimal dan 

ekonomi produktif dapat lebih nyata. 

3. Kolaborasi lintas aktor lokal seperti pemerintah desa, BUMDes, 

pengelola wisata dan masyarakat luas perlu untuk lebih ditingkatkan 

agar pengembangan area wisata Sumber Maron dapat lebih baik dan 

memiliki dampak lebih luas. 
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